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ABSTRAK
Hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat disekitaran Pasar Pendopo berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak yang mana sudah menjadi kebiasaan atau sudah terjadi sejak dulu. Salah satunya adalah hutang piutang pestisida yang dilakukan oleh petani kopi yang ada disekitaran Pasar Pendopo dengan sistem musiman, yang mana pada praktik hutang ini adanya penambahan pengembalian jumlah hutang yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik hutang pestisida oleh petani kebun kopi dengan sistem musiman di Pasar Pendopo dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang pestisida oleh petani kebun kopi dengan sistem musiman di Pasar Pendopo.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini dilakukan di lapangan yaitu tentang praktik hutang pestisida oleh petani kebun kopi dengan sistem musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Maka dari itu data yang diperoleh  berupa dari buku-buku, jurnal, internet ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik hutang piutang ini. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan metode data primer dan sekunder, yakni metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertenu bersifat faktual secara langsung, sistematis dan akurat melalui tahap-tahap mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan “Praktik Hutang Pestisida Oleh Petani Kebun Kopi Dengan Sistem Musiman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang”.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Praktik Hutang Pestisida Oleh Petani Kebun Kopi Dengan Sistem Musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini yang apabila akadnya itu hutang maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi penulis mempunyai analisis mengenai praktik hutang ini, bahwasanya pada kegiatan ini masyarakat salah dalam menentukan akad mereka. Yang mana apabila akad yang dilakukan itu menggunakan akad hutang piutang maka itu tidak terpenuhi dalam ketentuan hutang piutang karena objek hutang itu apabila objeknya barang maka dikembalikan juga dengan barang, akan tetapi dalam kegiatan hutang ini tidak demikian karena objeknya itu adalah barang yang dibayar dengan uang. Akad yang mereka lakukan sebenarnya adalah akad jual beli dengan pembayaran yang ditunda atau dibayar tempo yang disesuaikan. Maka praktik hutang ini sebenarnya adalah jual beli yang pembayarannya itu ditunda atau disebut juga tempo, akad jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam.
 Kata Kunci: Transaksi, Hutang Piutang, Riba, Kebiasaan


PEDOMAN TRANSLITERASI
Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.
1.	Konsonan:
	Huruf
	Nama
	Penulisan

	
	
	Huruf kapital
	Huruf kecil

	ا
	Alif 
	Tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	B

	ت
	Ta
	T
	T

	ث
	Tsa
	Ts 
	ts 

	ج
	Jim
	J
	J

	ح
	Ha
	Ḥ
	ḥ

	خ
	Kha
	Kh
	Kh

	د
	Dal
	D
	D

	ذ
	Dzal
	Dz
	Dz

	ر
	Ra
	R
	R

	ز
	Zai
	Z
	Z

	س
	Sin
	S
	S

	ش
	Syin
	Sy
	Sy

	ص
	Shad
	Sh
	Sh

	ض
	Dhad
	Dl
	Dl

	ط
	Tha
	Th
	Th

	ظ
	Zha
	Zh
	Zh

	ع
	‘Ain
	‘ 
	‘ 

	غ
	Ghain
	Gh
	Gh

	ف
	Fa
	F
	F

	ق
	Qaf
	Q
	Q

	ك
	Kaf
	K
	K

	ل
	Lam
	L
	L

	م
	Mim
	M
	M

	ن
	Nun
	N
	N

	و
	Waw
	W
	W

	ه
	Ha
	H
	H

	ء
	Hamzah
	֬
	֬

	ي
	Ya
	Y
	Y


2.	Vokal
Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).


a.	Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh

	اَ
	Fatḥah
	A
	مَنْ

	اِ
	Kasrah
	I
	مِنْ

	اُ
	Dhammah
	U
	رُفِعَ



b.	Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh

	نًي
	Fatḥah dan ya
	Ai
	كَيْفَ

	تَوْ
	Fatḥah dan waw
	Au
	حَوْلَ


3.	Maddah
Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh: 
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh
	Ditulis 

	ما\
مى 
	Fatḥah dan alif 
atau Fatḥah dan alif yang menggunakan huruf ya
	Ā/ā
	مَاتَ \
رَمَى
	Māta/
Ramā

	ــِي
	Kasrah dan ya
	Ī/ī
	قِيْلَ
	Qīla

	مُوْ
	Dhammah dan waw
	Ū/ū
	يَمُوْتُ
	Yamūtu



4.	Ta Marbuthah
Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut: 
a.	Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fatḥah, kasrah dan dhammah maka translitarasinya adalah huruf ṯ;
b.	Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h;
c.	Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:
	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
	=
	Raudhaṯul athfāl

	اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
	=
	Al-Madīnah al-Munawwarah

	اَلْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَةُ
	=
	Al-madrasah ad-dīniyah


5.	Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:
	رَبَّنَا 
	=
	Rabbanā
	
	نَزَّلَ 
	=
	Nazzala

	اَلْبِرُّ  
	=
	Al-birr
	
	اَلْحَجُّ 
	=
	Al-ḥajj


6.	Kata Sandang al
a.	Diikuti oleh huruf as-Syamsiyah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:
	الَّسيِّدُ 
	=
	As-Sayyidu
	اَلتَّوَّابُ 
	=
	At-Tawwābu

	اَلْرَّجُلُ  
	=
	Ar-Rajulu
	الشَّمْسُ 
	=
	As-Syams


b.	Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:
	اَلْجَلاَلُ  
	=
	Al-Jalāl
	
	الْبَدِيْعُ
	=
	Al-badī’u

	ااَلْكِتاَبُ  
	=
	Al-Kitāb
	
	اَلْقَمَرُ
	=
	Al-qamaru


Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.
7.	Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:
	تَأْخُذُوْنَ 
	=
	Ta‘khuzūna
	
	أُمِرْتُ 
	=
	Umirtu 

	الشُهَدَاءُ
	=
	As-Syuhadā‘
	
	فَأْتِ بِهَا
	=
	Fa‘ti bihā


8.	Penulisan Kata
Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh: 
	Arab
	Semestinya
	Cara Transliterasi

	وَأَوْفُوا اْلكَيْلَ 
	Wa aufū al-kaila 
	Wa auful-kaila

	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ 
	Wa lillāhi ‘alā al-nās
	Wa lillāhi ‘alannās 

	يَدْرُسُ فِى الْمَدْرَسَةِ
	Yadrusu fī al-madrasah
	Yadrusu fil-madrasah



9.	Huruf Kapital
Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:
	Kedudukan 
	Arab
	Transliterasi

	Awal kalimat 
	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ 
	Man ‘arafa nafsahu

	Nama diri
	وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ 
	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	Nama tempat
	مِنَ اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
	Minal-Madīnaṯil-Munawwarah

	Nama bulan
	اِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ 
	Ilā syahri Ramaḍāna

	Nama diri didahului  al
	ذَهَبَ الشَّافِعِى 
	Zahaba as-Syāfi’ī

	Nama tempat didahului al
	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ
	Raja’a min al-Makkah


10.	Penulisan kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:
	وَاللهُ 
	=
	Wallāhu 
	
	فِى اللهِ
	=
	Fillāhi 

	مِنَ اللهِ 
	=
	Minallāhi
	
	لِلَّهِ
	=
	Lillāhi
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A. Latar Belakang
Manusia didalam keseharian hidupnya demi memenuhi keperluan hidupnya diantaranya yaitu melalui bermuamalah. Muamalah dalam artian umum ialah hubungan antara manusia baik itu sebagai sesama atau sebagai keluarga ataupun sebagai pasangan suami istri.[footnoteRef:1] Muamalah ialah semua aturan yang dibuat oleh Allah Swt. dalam menata hubungan antar manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.[footnoteRef:2]  [1:  Eka Sakti Habibullah, “PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM”  Jurnal: Ad-Deenar, Vol. 2, No. 01, (2018), 29, diakses  29 Oktober 2022, http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i01.237]  [2:  Abdul Rahman Ghazaly dkk, fiqh muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 3.] 

Muamalah disini ialah kegiatan bertransaksi misalnya dalam kegiatan bisnis dan sosial yang kerap terjadi di masyarakat seperti halnya dalam kegiatan pinjam meminjam, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, gadai, penggunaan jasa dan lain-lain.[footnoteRef:3] Tujuan dalam bermuamalah ini agar terciptanya keharmonisan dalam hubungan sesama manusia dan juga dengan bermuamalah ini manusia dapat untuk membantu sesama dalam menggapai ridho-Nya Allah sebab pada hakikatnya manusia dalam menjalani kehidupan selalu bergantung pada manusia yang lain. [3:  M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 15.] 

Mengenai fiqih muamalah, berasal dari kata fiqh dan kata muamalah. Kata fiqh itu sendiri menurut bahasa berasal dari kata faqiha, yafqahu, fiqhan, yang artinya itu memahami atapun mengerti. Dalam penjelasan lain fiqh berdasarkan istilah yang berarti ilmu-ilmu yang membahas mengenai hukum yang berkaitan terhadap syara’, dalam hal ini berkaitan terhadap amal maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang didasarkan pada dalil-dalil tafsir (jelas).[footnoteRef:4] [4:  Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Rajagrafindo) Persada, 2016), 167.] 

Manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak sempurna dalam hal menjalani kehidupan tanpa adanya peran maupun bantuan dari manusia lain dalam hidupnya. Hal semacam ini sudah tentu terjadi dalam hal apapun, seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan ataupun rezekinya. Dalam hal ini Allah SWT mempunyai berbagai cara yang digunakan dalam menyampaikan dan memberikan rezeki pada setiap hamba-Nya. Salah satunya yakni lewat disyariatkannya kegiatan bermuamalah seperti praktik hutang piutang yang digunakan sebagai salah satu cara yang digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dari pengertian muamalah diatas bisa diketahui muamalah itu memiliki 2 arti yakni arti secara umum serta arti secara khusus. Secara umum muamalah meliputi semua bentuk hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam semua bidang. Sedangkan arti secara khusus muamalah hanya meliputi hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam lingkup harta benda saja.[footnoteRef:5] [5: Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11] 

Hutang piutang merupakan kodrat dari manusia yang tidak dapat dipungkiri, yang mana pihak pertama mengambil hutang kepada pihak kedua. Setiap manusia pasti pernah memiliki hutang sebab jarang ada manusia yang tidak pernah berhutang, karena manusia adalah makhluk yang dikodratkan untuk tidak mudah dalam menjalani hidupnya, terkadang manusia ada “diatas”, kadang pula dia ada “dibawah”. Kebutuhan untuk melakukan hutang ini salah satunya karena faktor kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan primer pada manusia yakni kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan ini dapat pula datang pada manusia yang mempunyai suatu usaha dan dia ingin meningkatkan usahanya tersebut. Kegiatan hutang piutang ini merupakan salah satu perwujudan dari aspek tolong menolong yang telah berkembang sejak dulu dalam bentuk dan ragam yang berbeda pada pelaksanaanya. Walaupun telah tumbuh dan berkembang tetap saja dalam praktiknya Islam tetap melarang adanya unsur tambahan dalam mengembalikan harta yang dipinjam.
Hutang piutang ialah suatu praktik transaksi yang kerap dijumpai, seperti transaksi bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat. Di masyarakat perdesaan kegiatan sosial ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan bisa dikatakan juga sudah menjadi adat dalam kehidupan masyarakat. Dimana kegiatan hutang piutang ini sering terjadi pada saat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tidak ada jalan lain kecuali melakukan kegiatan hutang piutang.
Hutang Piutang yang disebut juga dengan Al-qard merupakan kegiatan transaksi antara satu orang dengan orang lainnya melalui jalan memberikan hartanya untuk dipinjamkan kepada orang yang berhutang yang mana harta tersebut haruslah harta yang baik, harta tersebut baik berbentuk uang ataupun barang. Selanjutnya orang yang berhutang itu mendapat hak atas barang yang dipinjamkan tersebut, dengan menggunakan ketentuan bahwasanya pihak yang berhutang melunasi dan mengembalikan pinjaman itu dengan jumlah seperti pada perjanjian diawal dengan tidak ada penambahan terhadap hutang tersebut. [footnoteRef:6] [6:  Muthi’ah dkk, “Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3, No. 1, (2021), 24, diakses 1 November 2022, https://doi.org/10.32505/jim.v3i1.3290] 

Al-qard juga dinamakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang mana pada objek tersebut pada umumnya adalah uang. Yang dimaksud dua belah pihak tersebut adalah pihak satu adalah orang yang memberikan hartanya untuk dipinjamkan dan pihak kedua adalah orang yang menerima sesuatu yang dipinjamankan tersebut, objek pinjaman berupa uang tersebut jika sudah jatuh tempo maka peminjam wajib membayar hutang tersebut.[footnoteRef:7] [7:  Gatot Supramono, Perjanjian Hutang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013), 9.] 

Selain pengertian diatas dapat pula diartikan hutang piutang ialah memberikan harta kepada peminjam yang mana hak atas harta tersebut menjadi hak bagi peminjam dengan adanya pengembalian dikemudian hari yang mana telah disepakat oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika sudah jatuh tempo maka peminjan wajib membayar hutang tersebut sejumlah yang sama saat dia meminjam harta tersebut, semisal peminjam meminjam uang sebesar Rp200.000,00 maka si peminjam harus mengembalikan uang tersebut sebesar Rp200.000,00 pula.
Hukum bagi orang berhutang ialah boleh, sedangkan sunnah hukumnya bagi pemberi hutang, praktik qardh dibolehkan dalam Islam sebab berguna untuk membantu dan mengurangi beban atau kesulitan antar sesama manusia. Bahkan bisa hukumnya itu menjadi wajib dikarenakan orang yang berhutang tersebut sangat memerlukan bantuan tersebut dengan mengingat ketetapan  hutang piutang yang mana tidak boleh adanya penambahan atau pemanfaatan atas hutang tersebut. 
Hutang termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena jika niat orang yang melakukan kegiatan hutang piutang atas dasar tolong menolong antar sesama maka dapat membawanya kepada surganya Allah (hablumminannas), sebaliknya jika niatnya bukan atas dasar tolong menolong dan dikelola dengan cara yang buruk maka akan menjerumuskan kedalam nerakanya Allah. 
Dalam kegiatan ini kerap muncul permasalahan yang terjadi dikarenakan kurangnya adab antara yang menghutangi dan yang berhutang. Oleh sebab itu kegiatan hutang piutang ini perlu adanya pengelolaan yang baik serta sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada pada Al-qur’an dan juga Al-hadits, hingga pada akhirnya hutang piutang ini dapat mengadirkan keberkahan dan juga kemaslahatan bagi umat Islam.
Islam adalah agama sempurna yang menetapkan ajaran-ajaran dan tatanan terhadap aktivitas sehari-hari, terhadap hal beribadah ataupun dalam bermuamalah. Oleh sebab itu manusia saling membutuhkan bantuan ataupun korelasi dalam kehidupan untuk menyanggupi keperluan hidupnya. [footnoteRef:8] [8:  Salma, “Maslahah Perspektif Dalam Hukum Islam” Jurnal: Al-Syir’ah, Vol III, No 1, (2016), diakses 29 Oktober 2022, http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261] 

Tapi pada kenyataannya pada saat ini banyak sekali permasalahan yang timbul pada praktik qardh ini. Tidak sedikit orang memberi pinjaman pada orang yang membutuhkan dan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk bisnis, yang mana kerap sekali merugikan bagi yang berhutang yaitu dengan cara melipatgandakan hutang tersebut yang mana sudah jelas hal ini dilarang dalam agam Islam. 
Memang pada dasarnya keperluan untuk melakukan pinjaman itu timbul karena kebutuhan ekonomi, terutama bagi kaum yang ekonominya rendah. Oleh sebab itu hanya orang kalangan ekonomi yang tinggi saja yang dapat memberi pinjaman kepada orang yang ekonominya rendah. Terkadang dalam memberi pinjaman ini mereka mengenakan bunga dalam bentuk apa saja, yang mana hal ini adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap prinsip yang awalnya saling tolong menolong menjadi penghisapan terhadap harta sesama. 
Maka dari itu hal ini dapat menghancurkan dasar-dasar kehidupan manusia yang seharusnya saling membantu dan tolong menolong, sehingga hal ini menjadikan makhluk yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap kesusahan orang lain.[footnoteRef:9] [9:  Zulkarnain Lubis, “RIBA IN THE ECONOMIC LIFE OF THE COMMUNITY”  Jurnal: EL Arbah, Vol. 5, No. 1, ( April 2021): 15, diakses 29 Oktober 2022, https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1544] 

Hutang piutang ialah praktik pinjam-meminjam yang pada umumnya objeknya itu adalah uang, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik hutang piutang ini, dari kegiatan ini lahirah sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua-belah pihak. Perjanjian itu sendiri sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Didalam hukum perdata suatu perjanjian itu sudah diatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman disebut sebagai kreditur sedangkan peminjam disebut sebagai debitur. Kreditur berhak dalam melakukan prestasi, sedangkan debitur berkewajiban dalam melakukan prestasinya. Namun dalam kenyataannya, ikatan hukum antara kreditur dengan debitur, terutama mengenai hal perjanjian, kerap terjadi masalah dan berujung pada wanprestasi. Wanprestasi mengacu pada kelalaian dimana seseorang tidak melakukan prestasinya atau memenuhi kewajibannya dengan benar, hingga dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.
Kondisi yang biasanya membuat warga melakukan pinjam-meminjam ini biasanya dalam memenuhi keperluan hidupnya. Seperti yang terjadi terhadap warga disekitaran Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang mayoritas penduduk ditempat ini mata pencariannya adalah sebagai petani. Petani disini terdiri dari petani kebun kopi, petani sawah, petani lada dan lain sebagainya. Ada juga warga yang hanya menggarap lahan kebun milik warga yang lain, dikarenakan dia belum mempunyai lahannya sendiri, tapi hal ini wajar terjadi karena sistem bagi hasil dari pengelolaan kebun tersebut terbilang wajar bagi warga setempat. 
Dari beberapa profesi warga yang ada di sekitaran Pasar Pendopo petani kebun kopilah yang banyak dipilih oleh warga setempat, entah itu karena memang tempatnya bagus dan cocok untuk menanam kopi atau juga karena keturunan dari keluarganya yang kebanyakan menjadi petani kebun kopi yang bisa dibilang secara turun menurun.
Kebun kopi adalah penghasilan utama bagi beberapa warga, yang mana kebun kopi ini panennya hanya satu kali dalam setahun atau biasa disebut juga oleh warga setempat musiman. Dengan panen yang hanya satu kali dalam setahun inilah yang sudah pastinya hasil dari penjualan tersebut amatlah kurang dan sulit untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk satu tahun yang akan datang atau sampai panen selanjutnya. 
Keadaan inilah yang membuat petani kopi kebanyakan mencari pekerjaan sampingan atau bisa disebut juga kerja serabutan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya ada yang menjadi buruh harian, mengambil upahan, serta memanfaatkan apa saja yang ada di alam guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang mana bagi petani kopi di daerah ini hal semacam itu sudah biasa dialaminya setiap tahunnya.
Dalam berkebun kopi sudah barang tentu bukan hanya tenaga yang dibutuhkan dalam berkebun tetapi ada juga keperluan lain yang harus dipersiapkan dan dipenuhi dalam berkebun, seperti parang, keranjang, pestisida, kendaraan dan lain sebagainya. Kebun kopi yang dimilki warga kebanyakan jauh dari pemukiman, sekitar satu jam perjalanan itu pun jika dalam perjalanan tanpa adanya kendala seperti pada saat musim hujan, yang mana akan membuat akses jalan yang sulit untuk dilewati. Karena jalan untuk menuju kebun ini jalannya kebanyakan masih tanah yang berlumpur. Jauhnya tempat berkebun inilah yang menjadi salah satu kendala untuk berkebun kopi ditambah lagi dengan kondisi jalan yang terkadang belum layak untuk dilewati, tapi tidak ada pilihan lain guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Beberapa tahun terakhir ini sering kali petani atau banyak petani yang mengalami gagal panen ditambah juga dengan harga penjualan hasil kebun yang bisa dibilang tidak sebanding dengan perjuangan yang dilakukan petani kopi dan banyaknya resiko yang harus dihadapi oleh petani, mulai dari akses jalan yang kurang layak, masih banyaknya binatang buas dan lain sebagainya.
Dalam berkebun kopi sudah pasti ada hama yang harus dibasmi, yaitu berupa rumput liar yang mana rumput ini harus dibersihkan. Kalau tidak akan mempengaruhi hasil panen nantinya. Beberapa petani masih ada yang menggunakan alat tradisional untuk membersihkan hama ini yaitu dengan menggunakan sengkuit. Tetapi hal ini sudah jarang terjadi karena prosesnya yang lama dan membutuhkan tenaga yang lebih,selain menggunakan sengkuit petani ada juga yang menggunakan tangki racun atau alat semprot yang diisi air yang dicampur dengan pestisida. Cara ini memang masih menggunakan tenaga yang lebih karena beratnya  alat  tersebut yang bisa mencapai 20kg, akan tetapi dengan alat ini akan lebih mudah dan tidak memakan waktu ketimbang dengan menggunakan sengkuit.
Namun yang menjadi kendala disini ialah dimana tingginya harga pestisida tersebut yang terkadang tidak sesuai dengan hasil panen petani tiap tahunnya. Hal inilah yang meyebabkan petani ada yang memutuskan untuk mengambil hutang musiman pestisida tanpa mengeluarkan biaya guna untuk mendapatkan pestisida terlebih dahulu dan dibayar musim depan ketika panen. Karena dipertengahan tahun terkadang tidak sampai pertengahan tahun uang hasil panen sebelumnya sudah mulai menipis, sedangkan hama rumput tadi harus rutin dibersihkan setidaknya empat kali setahun dan untuk membeli pestisida tadi uangnya tidak cukup, belum lagi uang tersebut digunakan untuk menghidupi keluarga. 
Dalam praktik hutang ini tidak jarang ada petani yang belum mampu untuk melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo, yang mana hal ini bisa menyebabkan cekcok atau pertikaian antara pemberi hutang dan penerima hutang atas keterlambatan pembayaran hutang tersebut. Ada juga kasus yang terjadi akibat keterlambatan ini ialah pemberi hutang memberi tempo satu tahun lagi atau dapat dibayar pada musim yang akan datang akan tetapi dengan adanya penambahan biaya yang harus ditanggung oleh yang berhutang. 
Biasanya ada petani dengan ekonomi yang lebih tinggi, lalu ia berhutang terlebih dahulu pestisida ini di Pasar Pendopo, dengan cara mengambil barang (pestisida) terlebih dahulu yang dibayar musim depan. Kemudian petani tersebut menghutangi petani yang lain dengan sistem musiman juga dengan harga yang lebih tinggi. Hal yang mengakibatkan  penulis terdorong ataupun tertarik dalam mengambil judul skripsi ini ialah melipatgandakan atau adanya penambahan harga yang ditentukan oleh pemberi hutang pestisida musiman baik itu pembayarannya sesuai tempo maupun adanya keterlambatan dalam pembayaran hutang tersebut, dengan harga yang apabila petani langsung membeli tanpa berhutang akan jauh lebih murah. Beda halnya dengan berhutang musiman yang bayarnya pada tahun yang akan datang ataupun saat panen tiba, yang semisal awalnya satu Jirigen yang berisi 20 Liter itu seharga Rp800.000,00 bisa menjadi Rp1.400.000,00 ataupun lebih. Hal ini tentunya sangat merugikan dan berat bagi petani, tetapi dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan pestisida agar bisa merawat kebunnya yang diharapakan hasil panennya kelak lebih masksimal.
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bejudul “PRAKTIK HUTANG PESTISIDA OLEH PETANI KEBUN KOPI DENGAN SISTEM MUSIMAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PASAR PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG)”

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana praktik hutang pestisida oleh petani kebun kopi dengan sistem musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang pestisida oleh petani kebun kopi dengan sistem musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang?
A. 
B. 
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui praktik hutang pestisida oleh petani kebun kopi dengan sistem musiman di Pasar Pendopo Kaupaten Empat Lawang.
b. Unuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang pestisida oleh petani kebun kopi dengan sistem musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis
Secara teoritis hasil dari penelitian ini semoga mampu dan dapat bermanfaat untuk menjadi acuan bagi kalangan akademis mengenai penelitian yang serupa.
b. Secara praktis
Hasil dari penelitan semoga bisa menambah informasi dan pengetahuan terkhusus untuk kalangan masyarakat dan kalangan akademisi terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum terhadap praktik hutang pestisida oleh petani kebun kopi dengan sistem musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
D. PENELITIAN TERDAHULU
Penulis dalam melakukan riset ini sudah menemui beberapa riset yang mana pembahasannya hampir sama terhadap riset yang ingin penulis angkat. Oleh sebab itu guna menjauhi timbulnya dugaan plagiasi serta untuk menekankan perbandingan antara riset yang akan peneliti angkat dengan riset terdahulu, maka dari itu akan dijelaskan sebagian perkembangan skripsi serta karya ilmiah yang berkaitan terhadap riset yang hendak penulis lakukan. 
1. Pada skripsi yang ditulis Mustawa Alamsya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pancing Gendam (Hutang Piutang) Studi Kasus Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasanya praktik pancing gendam ialah praktik hutang piutang yang wajib dibayar oleh yang berhutang dengan sistem mingguan ada juga yang musiman, yang mana adanya tambahan dari uang pokok yang harus dibayarnya.[footnoteRef:10] [10:  Mustawa Alamsya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pancing Gendam (Hutang Piutang) Studi Kasus Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Muai Kabupaten Empat Lawang” (Skripsi,: Fakultas syariah IAIN Bengkulu, 2021), 10] 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat ialah sama-sama meneliti tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Empat Lawang. Sedangkan terdapat perbedaan diantara kedua penelitian ini yakni dari segi objeknya yang mana penelitian yang penulis lakukan ini mengenai hutang barang dibayar menggunakan uang bukan hutang uang yang dibayar menggunakan uang.
2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Amelia Andriyani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang”. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan memiliki syarat, semisal seseorang yang meminjam uang terhadap juragan lalu juragan tersebut mensyaratkan bahwa yang berhutang tersebut diharuskan mempunyai tambak ikan. Dan selanjutnya hasil tambak tersebut diharuskan untuk dijual terhadap warga yang telah ditentukan si juragan dengan harga dibawah standar semestinya.[footnoteRef:11] [11:  Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kabupaten Tulang Bawang”(Skripsi: FSH UIN Raden Intan Lampung, 2017),8] 

Kesamaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang penulis akan angkat adalah sama-sama membahas mengenai praktik hutang piutang. Lalu perbedannya adalah penelitian yang akan penulis lakukan ini praktik hutang piutangnya tanpa syarat tertentu, dengan hanya adanya peningkatan harga pada waktu pembayaran hutang tersebut.
3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Siska Putryana yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)”. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa timbulnya tambahan syarat bagi petani kebun kopi yang mempunyai hutang terhadap toke. Syaratnya yaitu petani wajib untuk menjual hasil kebunnya terhadap toke tempatnya berhutang yang disertai pengurangan harga dari harga penjualan yang semestinya.[footnoteRef:12] [12:  Siska Putryana, “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma” (Skripsi,: FS IAIN Bengkulu, 2021), 6] 

Kesamaannya terhadap penelitin yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti mengenai hutang piutang petani kopi. Sedangkan bedanya adalah dari segi objeknya yang dimana penulis akan meneliti objek seperti pestisida dan juga tidak ada keharusan bagi yang berhutang untuk membeli pestisida ditempat ia berhutang serta bebas juga untuk memilih untuk kembali atau tidaknya berhutang ditempat yang sama.
4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Maya Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa praktik hutang piutang yang terjadi antara masyarakat setempat dapat dikatakan sesuai terhadap ajaran Islam karena masyarakat setempat tidak memaksakan syarat apapun dalam praktek hutang piutang tersebut. Dan jika memiliki syarat, syarat itu pun sudah disepakati kedua belah pihak sehingga tidak akan merugikan pihak lain dan tidak adanya unsur riba dalam hutang piutang tersebut, yang demikian itu dilarang dalam ajaran hukum Islam.[footnoteRef:13] [13:  Maya Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang”, (Skripsi,:FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2018) 74] 

Kesamaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang penulis akan teliti ialah sama-sama meneliti mengenai bagaimana praktik hutang piutang yang terjadi di masyarakat Empat Lawang. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang penulis teliti, objek yang akan penulis teliti ini ialah praktik hutang piutang pestisida yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Empat Lawang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang mana objek yang diambilnya adalah hutang piutang yang secara umum seperti hutang piutang uang.
3. 
4. 
5. Dalam skripsi yang ditulis oleh Rosidah Rizky Siregar yang berjudul “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan  Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran  Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili” (Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa praktek kegiatan hutang yang kemudian dibayar untuk barang yang berbeda seperti praktik pelaksanaan di Desa Tanjung Pasir merupakan praktik hutang piutang yang mirip dengan praktik hutang piutang secara umum. Yang membedakannya terletak pada objeknya, yang mana objeknya itu uang kemudian akan dibayar menggunakan barang yang tidak sama, sehingga mengakibatkan perubahan nilai yang berbeda dari nilai semula. Serta menurut Wahbah Az-Zuhaili, tidak boleh membayar hutang menggunakan barang yang berbeda terhadap sistem dalam membayar hutang harian, karena kewajiban hukum peminjam adalah mengembalikan dan membayar hutangnya dengan bentuk yang sama dan pembayaran harus dibayar dengan nilai yang setara karena hutang tersebut menuntut nilai yang setara [footnoteRef:14]   [14:  Rosidah Rizky Siregar, “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan  Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran  Hutang Perhari Menurut Wahbah Az- Zuhaili” (Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)”, (Skripsi,: FSH UIN Sumatera Utara, 2020), 56] 

Kesamaannya terhadap penelitian yang penulis akan teliti adalah sama-sama meneliti tentang praktik yang terjadi dimasyarakat yaitu mengenai hutang piutang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah terletak pada objeknya yang mana penelitian tersebut meneliti praktik hutang piutang yang objeknya ialah hutang uang yang dibayar menggunakan barang yang berbeda jenisnya. 
E. METODE PENELITIAN
Yang dimaksud metode penelitian adalah aktivitas keilmuan yang berlandaskan pada proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menelaah suatu gejala hukun guna menjawab permasalahan yang menjadi pokok bahasan yang timbul didalam gejala hukum.[footnoteRef:15] [15:  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.] 

a Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini ialah field research atau disebut juga penelitian lapangnan. Karena penelitian ini akan dilakukan dilapangan yang berkaitan tentang praktik hutang piutang di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
b Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Pasar Pendopo yang beralamat di desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang yang mana kerap terjadi kegiatan hutang piutang pestisida ini.
c Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang akan penulis gunakan didalam riset ini ialah jenis data kualitatif, yakni suatu srategi inquiry yang mana menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, serta deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode.[footnoteRef:16] [16:  Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 392.] 

Sedangkan sumber data yang akan digunakan ialah sebagai berikut:
a. Data Primer, merupakan sumber data yang didapat ataupun diambil langsung dilapangan dari sumber yang asli yang dilakukan oleh peneliti.[footnoteRef:17] Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data melalui aspek yang berkaitan dengan kegiatan hutang pestisida ini, yaitu pihak yang memberi hutang, pihak  yang berhutang, tokoh masyarakat serta pemilik Toko Pestisida. [17:  Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 146.] 

b. Data Sekunder, yakni data yang didapat dari sumber selain dari sumber data primer, penelitian yang telah ada termasuk juga dalam data ini. Data sekunder didapatkan dari sumber diluar objek yang sebenarnya.[footnoteRef:18] Seperti dari Perpustakaan, laporan-laporan dari peneliti terdahulu serta data-data yang ada di desa setempat. [18:  J. Suparno, Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 45.] 

d Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi ialah sekumpulan yang mencakup seluruh objek yang menjadi ketertarikan penulis. Yang dimaksud objek tersebut diantaranya yakni orang, benda-benda, langkah-langkah dan lain sebagainya. Populasi ini merupakan informasi penting yang akan digunakan untuk menetukan kesimpulan.[footnoteRef:19] [19:  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2002), 17.] 

Penulis dalam penelitian ini mengambil populasi dari masyarakat yang berada disekitaran Pasar Pendopo yang ada hubungannya dengan kegiatan praktik hutang piutang pestisida ini yakni poupulasimya lebih kurang 300 KK (kepala keluarga).
Sampel merupakan sebagian kecil dari suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Oleh sebab itu penulis mengambil sampel penelitian dalam bentuk wawancara terhadap masyarakat setempat, yang meliputi pemberi hutang pestisida, penerima hutang dan pemilik Toko Pestisida serta pihak lain yang ada hubungannya terhadap praktik hutang tersebut.
e Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada riset ini ialah dengan wawancara dan dokumentasi. Yang bertujuan supaya penulis mendapat data yang akurat baik itu teori ataupun praktek yang diperoleh di lapangan.
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik penelitian untuk mengum pulkan data yaitu melalui cara berkomunikasi atau saling tukar informasi serta pendapat dengan cara tanya jawab, yaitu dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan sumber data yang dilakukan oleh peneliti atau pengumpul data.[footnoteRef:20] [20:  Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 72.] 

Dengan melakukan wawancara, pewawancara berinteraksi langsung dengan terwawancara. Pewawancara adalah peneliti yang akan menerima informasi, sedangkan terwawancara didalam penelitian kualitatif adalah pemberi informasi yang mana dari padanya informasi, pengetahuan serta wawasan yang akan didapatkan oleh peneliti.[footnoteRef:21] [21:  Djama’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), 129.] 

Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan yang terlibat pada praktik hutang pestisida tersebut.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan perihal data diri responden, buku-buku, majalah, surat kabar, dan semacamnya.[footnoteRef:22] [22:  Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112.] 

f Teknik Analisa Data
Teknik analisa yang peneliti gunakan ialah analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang didapat, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.[footnoteRef:23] [23:  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), 244-245.] 

Dari data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptifkualitatif. Yakni membuat kesimpulan terhadap fenomena-fenomena yang telah didapat atau diperoleh yang bersifat umum kekhusus. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pemahaman terhadap hasil riset, dan melakukan pengambilan data mengenai problem-problem yang diteliti dengan cara yang kongkrit.
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Agar lebih mudahnya pembahasan pada riset ini, yang kemudian penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang memuat pokok pemikiran pada penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 
BAB II : TINJAUAN UMUM
Bab kedua ini membahas Tinjauan Umum, meliputi: Aqad, Al-qard (Hutang Piutang), Riba dan Perjanjian dalam KUH Perdata.
BAB III : LOKASI PENELITIAN
Pada bab ketiga ini membahas mengenai profil lokasi penelitian dan gambaran singkat mengenai praktik hutang piutang pestisida di pasar Pendopo kabupaten Empat Lawang.
BAB IV : PEMBAHASAN
Pada bab keempat ini, menganalisis dan menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama, serta bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang penulis teliti.
BAB V : PENUTUP
Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran













BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Aqad
Sebelum membahas tentang hutang piutang terlebih dahulu penulis akan membahas tentang aqad, dimana aqad ini digunakan setiap kali ingin melakukan transaksi dalam agama Islam.
1. Pengertian aqad
Kata aqad dalam arti bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.[footnoteRef:24] Maksudnya disini adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[footnoteRef:25] [24:  Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat: Sestem Transaksi Dalam Fiqh Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010), 15.]  [25:  Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 45.] 

Sedangkan menurut istilah aqad adalah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, selain itu pengertian aqad adalah  berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak. Serta terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.[footnoteRef:26] [26:  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada, 2011), 46.] 

Secara etimologi aqad adalah ikatan-ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[footnoteRef:27] [27:  Syafe‟i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 43.] 


2. Rukun aqad
a. ‘Aqid adalah orang yang beraqad
b. Ma’qud ialah benda-benda yang diaqadkan
c. Maudhu’al-aqd yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad
d. Shiqhat al-‘aqd yaitu ijab qabul.[footnoteRef:28] [28:  Abdul Rahmad Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 52.] 


3. Syarat aqad
a. Syarat-syarat bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib seperti: kedua orang yang melakukan aqad harus cakap hukum, yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukumannya, aqad itu dibolehkan syara’, aqad tidak dilrang oleh syara’, aqad tersebut memberikan faedah, ijab itu berjalan terus, ijab dan qabul mesti bersambung. 
b. Syarat yang bersifat khusus yaitu sebagai syarat tambahan dari para pihak yang melakukkan aqad.[footnoteRef:29] [29:  Abdul Rahmat Ghazaly, Fiqh Muamalat, 54-55.] 


B. Al-Qard (Hutang Piutang)
1. Pengertian qardh
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.[footnoteRef:30]  [30:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. ke-1, 689.] 

Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah Al-Qard, yang menurut bahasa berarti (potongan), dikatakan demikian karena Al-Qard merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad qardh).[footnoteRef:31]  [31:  Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 151.] 

Dalam bahasa Indonesia kata utang bermakna umum  mencakup semua jenis utang atau pinjaman. Sedangkan dalam bahasa  fiqh muamalah ada dua istilah yang berbeda yaitu dain dan qardh, namun jika diartikan kedalam bahasa Indonesia artinya sama-sama  utang. Mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut menjadi penting karena masing-masing akan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan mendasar antara qardh dan dain terletak pada cakupan maknanya. Dain memiliki pengertian lebih umum daripada qardh. Dain mencakup segala utang baik akibat suatu transaksi, misalnya jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan.   Atau akibat dari menghabiskan atau merusak barang orang, misalnya   memecahkan kaca rumah orang, maka mengganti kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau hutang. Termasuk juga tanggungan qardh (hutang piutang). Maka dain lebih  umum daripada qardh,  karena dain mencakup segala jenis utang dengan sebab apapun. Sedangkan qardh adalah utang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau utang  piutang. Sebagai contoh, misalnya kita membeli sepeda motor secara  kredit di Dealer, maka selama kredit belum lunas, kita punya utang pada dealer tersebut. Utang disini dalam bahasa fiqh muamalahnya  adalah dain bukan qardh, karena utang disini bukan akibat dari akad  pinjaman, melainkan dari akad jual beli. Adapun jika kita pinjam uang ke orang lain atau bank misalnya, maka utang ini disebut qardh, tapi  bisa disebut juga dain. Artinya semua qardh adalah dain, tapi tidak semua dain adalah qardh.[footnoteRef:32] [32:  Ahmad Fahruddin, “Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi”, Jurnal At-Tawazun, Vol. 9 No 01, (Juli 2021): 14, diakses 12 Desember 2022, https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/91] 

Menurut Hanafiyah, Al-Qard diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.[footnoteRef:33] Menurut Syafi'i Antonio, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[footnoteRef:34] Menurut golongan Hanabilah qard adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.[footnoteRef:35] [33:  Ibid, h.11	]  [34:  Sunarto Zulkifli, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 27.]  [35:  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  2000), 56.] 

Menurut para ulama secara umum mendefinisikan qard adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung dengan pada untung atau ruginya usaha yang dijalankannya.[footnoteRef:36] [36:  Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grapindo persada, 2016), 168-169.] 

Sedangkan menurut Sayid Sabiq menurutnya qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[footnoteRef:37] Jelasnya hutang piutang adalah aqad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerakan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. [37:  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 273.] 


2. Dasar hukum hutang piutang
Ada beberapa dasar hukum hutang piutang yaitu pada Al-qur’an dan Hadits.
a. Al-Qur’an 
Al-qur’an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur’an yaitu:
1) Surah Al-Maidah (5) ayat 2
...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah (5):2).

2) Surah Al-Baqarah (2) ayat 245
مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۣطُۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ
“Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]:245).

3) Surah At-Taghabun (64) ayat 17
اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْۗ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌۙ
“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun". (QS. At-Taghabun [64] 17).


b. Al-Hadits
1) Diungkapkan oleh Umamah, bahwa Nabi SAW mengisahkan:
رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ . فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ . وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. (رواه ابن ماجه)
“Aku melihat ketika sedang melaksanakan isro’, pada pintu surga tertulis sodaqoh itu pahalanya sepuluh hasanah sedangkan memberi hutangan pahalanya 18 hasanah maka saya berkata kepada Jibril “Kenapa memberi hutangan lebih utama dari sodaqoh?” maka Jibril menjawab “Karena biasanya orang yang minta-minta itu dia masih mempunyai sesuatu untuk menutupi kebutuhannya, adapun orang yang berhutang dia tidak berhutang kecuali karena sangat membutuhkannya”. (HR. Ibnu Majah).

2) Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً
“Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shadaqah sekali”. (H.R. Ibnu Majah).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT, qardh juga merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.[footnoteRef:38] [38:  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 277.] 


3. Rukun dan syarat hutang piutang
Suatu akad akan terbentuk jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat akad qardh yaitu:
a. Rukun
Rukun merupakan hal yang sangat esensial, apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna atau cacat, maka suatu perjanjian tidak sah atau batal.[footnoteRef:39] [39:  Mohammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), (Surabaya: UIN SA Press, 2014) 191.] 

Rukun qardh terdiri atas:
1) ‘aqid yaitu yang berpiutang dan yang berutang
2) Ma’qud’alayh yaitu barang yang diutangkan
3) Sighat yaitu ijab qabul.[footnoteRef:40] [40:  Sayyid Sabiq, Sunnah Fiqih, Jilid 12, (Depok: Usaha Kami, 1996) 93.] 

Selain itu, menurut Chairunman Pasaribu bahwa rukun qardh terdapat empat macam yaitu: 
1) Orang yang memberi utang 
2) Orang yang berutang 
3) Barang yang diutangkan (objek) 
4) Ucapan ijab dan qabul (lafadz).[footnoteRef:41] [41:  Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 137.] 

b. Syarat
Dalam utang piutang akan dianggap terjadi apabila rukun dan syarat utang piutang itu sudah terpenuhi. Rukun adalah unsur yang terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. 
Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah sebagai berikut:
1) ‘Aqid 
Baik ‘aqid, muqrid maupun muqtarid disyaratkan haruslah orang yang dibolehkan melakukan tasharruf atau memiliki ahliyah. Oleh karena itu, akad qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. 
Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk muqridh yaitu: 
a) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru’
b) Mukhtar (memiliki pilihan).
Sedangkan untuk muqtarid disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur ‘alaih.
2) Ma’qud ‘alaih (uang atau barang)
Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam qardh adalah sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat yang tidak ada persamaanya di pasaran seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang dijadikan objek akad qardh. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa ma’qud ‘alaih hukumnya sah dalam mal mitsli. Seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek qardh karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.
3) Sighat (ijab dan qabul)
Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab dan qabul ini bermakna bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam.[footnoteRef:42] [42:  Mustawa Alamsya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pancing Gendam (Hutang Piutang) Studi Kasus Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Muai Kabupaten Empat Lawang” (Skripsi,: Fakultas syariah IAIN Bengkulu, 2021), 28] 

Sighat al-‘aqdi yang disebut dalam ijab dan qabul, yaitu perkataan yang menunjukan kehendak kedua belah pihak dan ini harus memenuhi 3 unsur yakni: 
a) Harus terang pengertiannya 
b) Harus bersesuai antara ijab dan qabul 
c) [bookmark: _GoBack]Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan. 
Sighat ijab juga bisa digunakan dengan lafal qardh (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” Penggunaan kata milik disini hanya kiasan.[footnoteRef:43] [43:  Alamsya, “Tinjauan Hukum Islam”, 29.] 


4. Macam-macam piutang
Macam-macam hutang piutang dalam Islam atau dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:
a. Piutang Murabahah 
Piutang murabahah timbul akibat adanya murabahah, yaitu aqad jual beli barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh pihak penjual dengan pembeli dan pihak penjual memberitahukan harga perolehan barang. Pembayaran murabahah bisa dilakukan secara tangguh, oleh karena itu muncullah piutang murabahah. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, artinya sebesar piutang yang diperkirakan akan dapat ditagih.
b. Piutang Salam 
Piutang salam timbul akibat adanya salam, yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pemebeli pada saat aqad disepakati (PSAK No.103). Karena pembayaran dilakukan saat aqad disepakati, berarti saat itu pembeli melunasi sejumlah uang kepada penjual untuk digunakan sebagai modal usaha. Di sini, yang bertindak sebagai pemegang hak piutang adalah si pembeli. Sedangkan penjual memiliki kewajiban untuk melunasi pesanan si pembeli. Kewajiban yang timbul ini diakui saat penjual telah menerima modal usaha dari pembeli dengan besar yang sesuai dengan jumlah modal usaha yang diberikan.
c. Piutang Istishna’ 
Piutang istishna’ timbul akibat adanya istishna’, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu (dengan spesifikasi tertentu) yang disepakati oleh pemesan dengan penjual/pembuat. Pembayaran barang pesanan dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Pembayaran secara tangguh inilah yang mengakibatkan timbulnya piutang istishna’.
d. Piutang pendapatan Ijarah 
Untuk lebih mudahnya adalah piutang yang timbul akibat aktivitas sewa. Ijarah adalah perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha. Ijarah mempunyai 3 unsur, yaitu adanya pemilik aset yang disewakan dan si penyewa, objek yang disewakan, dan bentuk penawaran atau persetujuan itu sendiri.
e. Selain keempat piutang di atas, dalam entitas syariah mungkin juga terjadi piutang jatuh tempo.
Piutang ini terjadi jika kerjasama (misalnya mudharabah) berakhir sebelum jatuh tempo perjanjian karena alasan tertentu, dan pembiayaan mudharabah belum dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik dana. Maka dari sisi pemilik dana, sejumlah dana tersebut dicatat sebagai piutang jatuh tempo.[footnoteRef:44] [44:  Maya Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang” (Skripsi,: UIN Raden Fatah, 2018), 34-36] 

Dalam hal ini ada juga yang dinamakan jual beli bertempo yang sudah terkenal itu hukumnya adalah sah dan boleh. Ini sudah bisa dijadikan ketetapan hujjah secara syara’ maupun secara urfi. Pendapat yang mengatakan kebolehan transaksi ini sudah berlangsung dibanyak daerah kaum muslimin sejak zaman dulu dan sudah dinyatakan sebagai keputusan para ahli hukum dan diakui oleh mayoritas ulama. Pada dasarnya, persoalan ini bersumber dari bukan kalangan madzhab Syafi’i. Namun, pilihan hukum kebolehan transaksi oleh pengkaji fiqih dari beberapa madzhab, adalah bertemu berdasar cara pandang sifat darurat akad dan mendesak.

5. Jangka waktu hutang piutang dan penundaan pembayaran hutang
Jangka waktu hutang piutang tidak selalu ditentukan atau tidak mesti sama dengan orang lain, akan tetapi jangka waktu hutang piutang ditentukan oleh orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang dimana jangka waktu yang ditentukan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Jangka waktu hutang piutang ditentukan pada saat aqad disebutkan disaat itulah jangka waktunya ditentukan kedua pihak atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Sedangkan penundaan pembayaran hutang harus juga disepakati kedua pihak akan tetapi barang siapa mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. 
Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Muhammda SAW dimana beliau bersabda.
“Penundaan pembayaran hutang oleh orang orang yang mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya” (HR. Al-Bukhari ).[footnoteRef:45] [45:  https://almanhaj.or.id/1852-pelunasan-hutang-dan-menunda-nunda-pembayaran-hutang.html, diakses pada tanggal 13 Desember 2022, pada pukul 23.16 WIB.] 


C. Riba
1. Pengertian riba
Riba berasal dari bahasa arab, artinya tambahan yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.[footnoteRef:46] [46:  Gibtiah, Fiqh Kontemporer, ( Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015)  93.] 

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:
a. Bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan
b. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain 
c. Berlebihan atau menggelembung.
Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.[footnoteRef:47] [47:  Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 57.] 

Adapun pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi.[footnoteRef:48] Menurut pendapat Syeikh Muhammad Abduh ia mengemukakan pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya).[footnoteRef:49] [48:  Ummi Kalsum, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam”, jurnal al-„adl, Vol. 7 No. 2, (Juli 2014): 69, diakses 15 Desember 2022, http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.220]  [49:  Abdul Haris, Muhammad Tho‟in, Agung Wahyudi, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga”, Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol. 13, No. 01, (Juli 2012: 25, diakses 15 Desember 2022 , http://dx.doi.org/10.29040/jap.v13i01.190] 


2. Macam-macam riba
Di bawah ini akan dibahas atau dijelasakan macam-macam riba diantaranya sebagai berikut: 
a. Riba Fadhal 
Riba Fadhal menurut golongan hanafiah adalah tambahan benda dalam Aqad jual beli (tukar menukar) yang mengunakan ukuran syara’ (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama. Sedangkan menurut golongan Syafi’iyah riba Fadhal adalah adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan termasuk di dalamnya riba qardh (utang). Lain pulah halnya dengan Sayid Sabiq dia mengatakan bahwa riba fadhal adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).[footnoteRef:50] [50:  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 264.] 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa riba fadhal tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.
b. Riba Al-Yad
Riba Al-Yad menurut Wahbah Zuhaili adalah jual beli atau tukar-menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukar atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadi jual beli atau tukar-menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (sya’ir), tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad. Sedangkan menurut Ahmad Ar-Ramli riba Al-yad adalah dengan berpisahnya salah seorang dari dua pihak dan majelis aqad sebelum barang diserahkakan. 
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa dalam riba Al-yad yaitu jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis aqad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga.                                                            
c. Riba Nasi’ah 
Dikenal dengan istilah riba jajilyah, karena berasal dari kebiasaan orang-orang Arab Jahiliah. kebiasaan tersebut adalah apabilah mereka memberikan uang dengan orang lain, lalu utang itu telah jatuh tempo, mereka berkata: “ Apakah akan dilunasi atau diperpanjang? ”apabila masa utang diperpanjang maka modal dan tambahannya diribakan lagi, sehinga lama kelamaan utang tersebut akan beranak dan bercicit sampai akhirnya orang yang berhutang tidak mampu melunasinya dan habislah seluruh hartanya.[footnoteRef:51]	 [51:  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 270.] 


3. Dasar hukum riba
Dalam Al-Qur’an kata riba sering kali disebutkan diantaranya sebagai berikut:
a. Surah Al-Imran ayat 130
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q[3] Al-Imran:130).

b. Surah Al-Baqarah ayat 275
وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 
(QS. Al-Baqarah [2]: 275).
c. Surah An-Nisa ayat 161
وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗوَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا
“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. 
(QS, An-Nisa [4]: 161).
Selain dari Al-Quran dasar hukum riba terdapat juga dalam hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari sebagai berikut: 
“Dari Abu hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: “ya Rasulullah, apakah tujuh perbuatan tersebut?” Nabi menjawab: menyekutukan Allah, Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan dari pada saat pertempuran (desersi), dan menuduh wanita yang muhshan (bersih), lengah (dari perbuatan maksiat) dan mukmin.” (HR. Al-Bukhari).


D. Perjanjian dalam KUH Perdata
1. Pengertian
Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah Overeenkomst dalam bahasa Belanda, atau Contract dalam bahasa inggris.[footnoteRef:52] Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[footnoteRef:53] [52:  Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 2.]  [53:  Wirjono Prodjodikoro, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 4.] 

Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang mana perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Perjanjian pinjam-meminjam disebut perjanjian pinjam mengganti adalah perjanjian yang objeknya barang yang habis karena pemakaian, sehingga barang yang dipinjam akan digunakan atau dihabiskan oleh pihak peminjam dan menggantinya dengan barang lain yang sejenis dan sama nilainya pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.[footnoteRef:54] [54:  Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 187.] 

Sebuah perjanjian adalah perbuatan yang menimbulkan hukum pada dua orang atau lebih yang mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat, kemudian dari perjanjian ini timbulah suatu perikatan, Prof Subekti di dalam bukunya hukum perikatan menjelaskan ada beberapa macam jenis perikatan: 
a. Perikatan bersyarat 
Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila suatu hal yang diperjanjikan masih digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang atau masih belum pasti akan terjadi. 
b. Perikatan ketetapan waktu 
Berbeda dengan perikatan dengan suatu syarat, perikatan ketetapan waktu tidak menangguhkan terciptanya suatu perikatan. Tetapi hanya menagguhkan pelaksanaanya. 
c. Perikatan mana suka 
Dalam perikatan ini, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan didalam perjanjian. 
d. Perikatan tanggung-menanggung 
Dalam perikatan tanggung-menanggung, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang umumnya terdapat di pihak debitur. Dengan demikian maka setiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. 
e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi isi dari prestasi tersebut.

2. Syarat sah perjanjian
Syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum perdata berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:
a. Sepakat antara mereka yang mengikatkan diri, yaitu adanya tanda tangan atau persyaratan dalam kalimat.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang dimaksud disini ialah subjeknya yang terdiri atas dewasa, berakal, dan identitas lainnya.
c. Suatu hal tertentu, yang dimaksud disini ialah objeknya yaitu harus jelas mengenai karakter objek tersebut, misalnya bentuk, jenis, warna, ukuran dan lainnya mengenai benda tersebut harus jelas.
d. Suatu sebab yang halal, yaitu objek perjanjian haruslah sah atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.[footnoteRef:55] [55:  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), 339.] 

Selain syarat sah dalam perjanjian juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:
a. Dilihat dari pengertian perjanjian 
Apabila kita melihat kembali didalam KUHPerdata maka kita akan dapat menemukan definisi dari perjanjian tersebut pada pasal 1313 yang mengatur: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. 
Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu persetujuan yang dengan mana saling mengikatkan diri didalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang telah saling mengikatkan diri tersebut, atau dengan kata lain hal-hal yang menjadi esensi dari suatu perjanjian itulah yang juga menjadi unsur dari suatu perjanjian berdasarkan pengertiannya. Oleh karena itu dari kesimpulan perjanjian tersebut maka dapat pula ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian berdasarkan pengertian perjanjian adalah sebagai berikut:
1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang 
2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu 
3) Ada tujuan yang hendak dicapai. 
4) Ada prestasi yang dilaksanakan 
5) Ada bentuk tertentu 
6) Ada syarat-syarat tertentu.[footnoteRef:56] [56:  M Zen Abdullah, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian”, JURNAL LEX SPECIALIS, No. 11, (2010): 23-24, diakses 10 Desember 2022, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101] 

b. Dilihat dari syarat-syarat perjanjian 
Apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri atas 3 jenis yaitu:
1) Unsur Essentialia, adalah unsur yang harus mutlak ada didalam suatu perjajian dimana tanpa adanya unsur ini maka perjajian tidak akan dianggap penah ada, unsur ini adalah unsur yang yang mempunyai sifat essesial yang menyebabkan teciptanya perjanjian, mengenai apa saja unsur essential ini dapat dilihat pada pasal 1320 KUHPerdata yang juga merupakan syarat sahnya dari suatu perjanjian 
2) Unsur Naturalia, yang dimaksud dengan unsur naturalia ini adalah unsur yang lazim melekat pada perjajian sekali pun unsur ini tidak dimasukkan kedalam perjanjian ia tetap melekat didalam perjanjian. 
3) Unsur Accidentalia, adalah unsur yang secara tegas dan jelas di sebutkan didalam perjanjian, dengan kata lain unsur ini adalah unsur yang menjadi isi dari suatu perjanjian.[footnoteRef:57] [57:  Yurida Zakky Umami dan Anto Kustanto, ‘Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise”, Qistie Jurnal Hukum, Vol. 13 No 2, (November 2020): 174, diakses 10 Desember 2022, 
http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3907] 


3. Asas-asas perjanjian
Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau dapat disebut juga hukum dasar. Menurut RM. Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan asas hukum adalah suatu pikiran yang dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.[footnoteRef:58] [58:  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yokyakarta: Liberty, 1996), 96.] 

Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa asas hukum tidak diketahui bahwa asas hukum tidak berwujud sebagai suatu peraturan yang konkrit, sehingga dapat dikatakan sebagai pemikiran dasar yang menjadi latar belakang pembentukan hukum positif. 
Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas hukum seperti tersebut dibawah ini:[footnoteRef:59] [59:  M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Berkala Ilmiah (Journal), Vol. 26 No. 1, (Mei 2014): 51-53, diakses 10 Desember 2022, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4573] 

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract) 
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. 
Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.
b. Asas Konsensualisme (Concensualism) 
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.
c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.
d. Asas Itikad Baik (Good Faith) 
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. 
e. Asas Kepribadian (Personality) 
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintridusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.

4. Wanprestasi dan berakhirnya suatu perjanjian
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[footnoteRef:60] Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.[footnoteRef:61] Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. [60:  Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) , 180.]  [61:  Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74.] 

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.[footnoteRef:62]  [62:  Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 324.] 

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.
Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan : 
a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
c. Terlambat memenuhi prestasi
d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.[footnoteRef:63] [63:  Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 74.] 

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu: 
a. Keadaan memaksa (overmach/force mejeur). 
b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. 
Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmacht di bagi dua yaitu: 
a. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun. 
b. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.
Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.
Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling). 
Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah: 
a. Surat perintah 
Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus prestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”. 
b. Akta sejenis 
Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri
Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.
Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 
a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul. 
c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.[footnoteRef:64] [64:  Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15.] 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak diatur secara khusus mengenai berakhirnya suatu perjanjian. Tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian. Ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum. 
Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdata Pasal 1381 KUHPerdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.[footnoteRef:65] Perincian dalam pasal 1381 itu tidak lengkap, karena telah dilupakan hapusnya suatu perikatan karena lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam suatu perjanjian. [65:  Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN”, Jurnal mitra manajemen, Vol.7 No 2 (2015): 50, diakses 10 Desember 2022, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534] 


















BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Pendopo  Kabupaten Empat Lawang
Sejarah Nama Kabupaten ini, menurut cerita rakyat berasal dari kata Empat Lawangan, yang dalam bahasa setempat berarti “Empat Pendekar (Pahlawan)”. Hal tersebut karena pada zaman dahulu terdapat empat orang tokoh yang pernah memimpin daerah ini. Pada masa penjajahan Hindia Belanda (sekitar 1870-1900), Tebing Tinggi memegang peran penting sebagai wilayah administratif (onderafdeeling) dan lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis. Tebing Tinggi pernah diusulkan menjadi ibukota keresidenan saat Belanda berencana membentuk Keresidenan Sumatera Selatan (Zuid Sumatera) tahun 1870-an yang meliputi Lampung, Jambi dan Palembang.
Tebing Tinggi dinilai strategis untuk menghalau ancaman pemberontakan daerah sekitarnya, seperti Pagar Alam, Pasemah dan daerah perbatasan dengan Bengkulu. Rencana itu batal karena Belanda hanya membentuk satu keresidenan, yaitu Sumatera. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), Onderafdeeling Tebing Tinggi berganti nama menjadi wilayah kewedanaan dan akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus ibu kota bagi Kabupaten Empat Lawang. Selain mata pencarian petani, kabupaten 4 lawang mempunyai wisata alam, yakni curug tanjung alam yang ada di Kecamatan Lintang Kanan, air Lintang di Kecamatan Pendopo, yang merupakan pertemuan air Bayau dan air Lintang. Seperti daerah lainya, Kabupaten Empat Lawang mempunyai kuliner yang sangat khas dan enak, selain empek-empek, ada Kelicuk, Lempeng, duren, serabi, kue suba, lepat, bubur suro, gonjing, serta lempuk.[footnoteRef:66] [66:  https://empatlawangkab.go.id/v2/sejarah/, diakses pada tanggal  2 Januari 2023 , pada pukul 08.40 WIB.] 

Kecamatan Pendopo dikelilingi oleh Kecamatan yang memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah seperti Kecamatan Lintang Kanan, Muara Pinang, Sikap Dalam dan Ulu Musi. Faktor iklim dan kesuburan tanah yang mempengaruhi kualitas hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di sekitar Kecamatan Pendopo. Dengan hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah masyarakat banyak yang mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan mereka ke pasar. Hasil pertanian dan perkebunan yang didistribusikan oleh masyarakat berupa sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah.
Keunikan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional pendopo dapat dilihat dari segi bangunannya, walaupun nama pasar ini tradisional namun dalam segi bangunan atau arsitektur sudah modern. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tradisional terus mengalami perkembangan. Pasar Tradisional Pendopo dibangun pada tahun 1960. Pada tahun 1977 pasar ini mengalami kebakaran pada los kalangan atau tempat berjualan pedagang di pasar, pada awalnya pasar Pendopo disebut oleh masyarakat Pendopo dengan kalangan atau pekan kamis dijadikan pasar impres setelah terjadinya kebakaran tersebut.[footnoteRef:67]  [67:  Herman Sawiran (masyarakat), wawancara , 2 Januari 2023.] 

Pada tahun 2007 terjadi pemekaran daerah, Kabupaten Empat Lawang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat, dengan status sebagai Kabupaten baru menyebabkan terjadinya tarik ulur dalam hal penentuan ibukota Kabupaten Empat Lawang antara Tebing Tinggi dan Pendopo. Secara geografis Pendopo memang memungkinkan karena terletak di tengah-tengah Kabupaten, namun karena aspek sejarah Tebing Tinggi yang kemudian dipilih sebagai ibukota Kabupaten. Tebing Tinggi dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Ulu Musi dijadikan sebagai pusat pertanian. Pendopo dijadikan sebagai pusat perekonomian Kabupaten Empat Lawang dan pasar tradisional Pendopo menjadi penggerak kehidupan ekonomi masyarakat
Pada tahun 2009 pasar Pendopo dibongkar dan untuk sementara pasar ini dipindahkan ke daerah Jalan Jati, yaitu sebuah desa yang ada disekitaran Pasar Pendopo. Masyarakat Pendopo menyebutnya dengan Pasar Jangkrik. Pada tahun 2012 pasar tradisional Pendopo selesai dibangun dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 8 Mei 2013. Pasar tradisional Pendopo sampai saat ini masih tetap beroperasi dan terus mengalami perkembangan, keadaan tempat untuk berdagang semakin baik dan pembangunan yang didirikan semakin banyak.[footnoteRef:68] [68:  Rita (masyarakat), wawancara, 3 Januari 2023.] 

Keberadaan pasar mempunyai peranan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar tradisional Pendopo terletak di tengah-tengah Kecamatan yang terus mengalami perkembangan baik dari segi bangunan, sarana dan prasarana. Seiring dengan perkembangan zaman keberadaan Pasar tradisional Pendopo telah mengubah sistem ekonomi masyarakat yang pada awalnya hanya berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dengan adanya pasar tradisional pendopo setidaknya telah merubah pola kegiatan ekonomi masyarakat baik dari segi produksi, konsumsi dan distribusi. 

B. Letak geografis
Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Undang-undang (UU) No 1 tahun 2007 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten. Kabupaten termuda dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang saat ini dipimpin oleh pasangan Bupati H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H dan Wakil Bupati Yulius Maulana, S.T. Kabupaten ini diresmikan pada 20 April 2007 di Istana Gubernur Griya Agung Palembang oleh Mendagri Ad-Interim Widodo AS. Kabupaten Empat Lawang memiliki luas wilayah 2.256,44 kilometer persegi. 
Dilihat dari letak astronomisnya, Empat Lawang terletak antara 3,25 derajat sampai dengan 4,15 derajat Lintang Selatan (LS), 102,37 derajat sampai dengan 103,45 derajat bujur timur (BT), dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah Selatan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sebelah Timur dengan Kabupaten Lahat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. 
Secara administratif terdiri dari 10 Kecamatan, Tujuh wilayah Kecamatan Kabupaten Empat Lawang, yaitu Lintang Kanan memiliki 16 desa dengan ibukota Lesung Batu, Muara Pinang memiliki 22 desa dengan ibukota Muara Pinang Baru, Pasemah Air Keruh (Paiker) memiliki 15 desa dengan ibukota Nanjungan, Pendopo memiliki 30 desa dengan ibukota Pendopo, Talang Padang memiliki 13 desa dengan ibukota Pasar Talang Padang, Tebing Tinggi memiliki 33 desa dan 2 kelurahan dengan ibukota Pasar Tebing Tinggi, Ulu Musi memiliki 25 desa dengan ibukota Padang Tepong, Pendopo Barat memiliki 10 desa dengan ibukota Padang Bindu, Sikap Dalam memiliki 11 desa dengan ibukota Sikap Dalam, dan Saling memiliki 10 desa dengan ibukota Saling.[footnoteRef:69] [69:  https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=South%20Sumatra&provkot=Kab.+Empat%20Lawang&kec2=Saling&hukum=1, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.] 

Luas wilayah per kecamatan, diantaranya Kecamatan Tebing Tinggi 590,93 kilometer persegi, Kecamatan Talang Padang 140,90 kilometer persegi, Kecamatan Muara Pinang 193,72 kilometer persegi, Lintang Kanan 264,55 kilometer persegi, Pendopo 288,06 kilometer persegi, Ulu Musi 560,35 kilometer persegi, Kecamatan Pasemah Air Keruh 217,90 kilometer persegi, Kecamatan Pendopo Barat 95,20 kilometer persegi, Kecamatan Sikap Dalam 230,76 kilometer persegi dan Kecamatan Saling 228,00 kilometer persegi.[footnoteRef:70] [70:  https://empatlawangkab.bps.go.id/indicator/153/102/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-empat-lawang.html, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.] 

Pasar Pendopo sendiri berada dikawasan Kabupaten Empat Lawang yaitu tepatnya berada di salah satu kecamatan yang ada di Empat Lawang yaitu Kecamatan Pendopo Barat yang mana memiliki 30 desa dengan Ibukota Pendopo. Pasar Pendopo ini tepatnya berada di desa Beruge Ilir yang letaknya juga sangat strategis selain ditengah-tengah kecamatan, pasar ini juga berada di pinggir jalan lintas Kepahiang Pagaralam yang mana hal ini menyebabkan pasar ini dapat dengan mudah diakses oleh siapapun.
C. Biodata Informan
Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 6 informan, yaitu:
1. Bapak Riandi Taufik, beliau adalah salah satu pemilik Toko Pestisida yang ada di Pasar Pendopo, beliau berumur 32 tahun dan memulai bisnis jualan pestisida ini sejak tahun 2018 lalu.
2. Bapak Harsin, beliau adalah petani kebun kopi yang berumur 47 tahun.
3. Ibu Rita, adalah petani kebun kopi yang berumur 44 tahun.
4. Ibu Masro, adalah petani kebun kopi yang berumur 65 tahun.
5. Bapak Herman, adalah petani kebun kopi yang berumur 38 tahun.
6. Ibu Novi, adalah petani kebun kopi yang berumur 28 tahun.











BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktik Hutang Pestisida Oleh Petani Kebun Kopi Dengan Sistem Musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang
Landasan hukum suatu masyarakat untuk melakukan praktik hutang piutang ini yaitu adanya sebuah kebiasaan yang disebut juga dengan ‘Urf dalam Islam. Secara linguistik, ‘Urf merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat tertentu baik melalui perkataan, tingkah laku maupun anjuran dalam bentuk yang diketahui oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk dipenuhi atau ditinggalkan. ‘Urf juga disebut adat (kebiasaan).[footnoteRef:71] [71:  Romli, Usul Fiqh 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2012), 190.] 

Dengan adanya adat atau kebiasaan ini, maka praktik hutang piutang ini sering dilakukan masyarakat setempat, dikarenakan keridhoan dan kepercayaan antara keduabelah pihak yang melakukan praktik hutang piutang ini merupakan salah satu syarat terpenting agar suatu “Urf” itu dapat menjadi dasar hukum”.
Berikut beberapa syarat agar ‘urf itu dapat diterima:
1. Sesuai terhadap ketentuan syariah
2. Tidak menimbulkan kerusakan serta dapat memperbaiki masalah
3. Terjadi kepada umat Islam pada umumnya
4. Untuk ibadah mahdhah tidak berlaku
5. Telah populer dimasyarakat semenjak menjadi hukum
6. Tidak bertentangan terhadap apa yang dikatakan dengan jelas  .[footnoteRef:72] [72:  Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa’idul Fiqjiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), 44.] 

‘Urf mengandung tiga unsur, yaitu adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat dan dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.[footnoteRef:73] [73:  Muhammad Arif, Filsafat Ekonomi Islam, (Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2021), 113.] 

Masyarakat disekitaran Pasar Pendopo sering juga mengatakan praktik hutang piutang ini dengan sebutan pinjam-meminjam, akan tetapi yang digunakan adalah aqad hutang piutang, bisa dibilang warga setempat cuma berbeda pada penyebutannya saja.
Dalam pelaksanaan hutang piutang pestisida ini terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu yang pertama adalah pemilik toko pestisida, yang kedua adalah petani yang bisa dikatakan ekonominya lebih tinggi sehingga mengambil terlebih dahulu atau meminjam terlebih dahulu pestisida pada penjual atau pemilik toko yang selanjutnya akan memberikan hutang kepada petani yang lain dan yang ketiga adalah petani yang berhutang kepada petani yang lain. Karena dalam hal ini biasanya petani dalam mengambil hutang ini ada yang langsung berhutang ke toko secara langsung dan ada juga yang berhutang melalui petani yang lain.[footnoteRef:74] [74:  Harsin (Petani Kopi), Wawancara, 8 Januari 2023.] 

Bapak Taufik mengatakan bahwasanya hutang piutang pestisida ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di masyarakat setempat. Untuk harga satu jerigen pestisida ini yang apabila petani membeli secara kontan maka harganya untuk sekarang itu adalah Rp800.000.00, dan apabila petani tersebut ingin berhutang maka harga yang harus ia bayar pada saat panen yang akan datang atau disebut masyarakat setempat dengan musiman maka harganya adalah Rp1.400.000,00. Biasanya petani selain berhutang pestisida ada pula petani yang berhutang pupuk, tapi dalam hal pupuk sama saja dengan pestisida karena adanya penambahan harga. Yang semula harga sebelum dihutangkan itu Rp500.000,00 akan tetapi setelah dihutangkan bisa menjadi Rp700.000,00.[footnoteRef:75] [75:  Tufik (Pemilik Toko), Wawancara, 4 Januari 2023.] 

Dalam pelaksanaan hutang piutang pestisida ini tidaklah rumit ataupun sulit serta bisa dikatakan sederhana, karena dalam pelaksanaannya antara pemberi hutang dan penerima hutang mereka melakukan praktik hutang piutang ini atas dasar kepercayaan dan ingin saling membantu. Dan juga dalam memberikan hutang ini pemberi hutang tidak memberikan syarat tertentu kepada penerima hutang agar dia mau memberikan hutang tersebut, karena dia menganggap ini adalah salah satu bentuk saling membantu antar sesama, pemberi hutang percaya bahwasanya yang berhutang tadi dapat membayar hutangnya dan juga terkadang hutang piutang pestisida ini terjadi antara petani yang masih mempunyai ikatatan keluarga jadi si pemberi hutang akan mudah memberikannya apalagi masih ada ikatan keluarga. Akan tetapi walaupun tidak ada syarat tertentu praktik hutang piutang ini bersifat memberatkan bagi peminjam karena adanya penambahan harga yang ditetapkan oleh si peminjam yang terkadang bisa mencapai dua kali lipat dari harga aslinya, serta kesepakatan ini terjadi pada awal transaksi yang dilakukan oleh keduabelah pihak[footnoteRef:76] [76:  Masro (Petani Kopi), Wawancara, 6 Januari 2023.] 

Istri bapak Harsin yaitu ibu Rita mengatakan bahwa praktik hutang piutang ini adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat setiap musimnya, karena banyak petani yang memanfaatkan hal ini sebagai bantuan agar mereka bisa terus untuk merawat kebunnya, dan dia juga lumayan sering mengambil hutang ini dengan harga Rp1.400.000,00 yang kemudian dibayar pada saat panen atau musim yang akan datang, yang mana harga aslinya apabila dia tidak berhutang bisa menjadi Rp800.000,00 per jerigen. Hal ini mau tidak mau dilakukan agar kebun kopi yang ia miliki terbebas dari hama berupa rumput liar yang paling sedikit dibersihkan empat kali dalam satu musim.[footnoteRef:77] [77:  Rita (Petani Kopi), Wawancara, 5 Januari 2023.] 

Bapak Herman mengatakan saya selaku petani juga dalam memberikan hutang pestisida ini tidak bermaksud untuk memakan harta sesama tetapi itulah kenyataan yang ada di masyarakat dan juga sudah menjadi kebiasaan setiap musimnya. Dan saya melakukan itu karena mampu dan juga untuk mendapatkan keuntungan serta untuk saling membantu.[footnoteRef:78] [78:  Herman (Pemberi Hutang), Wawancara, 7 Januari 2023.] 

Faktor yang biasanya mendorong petani untuk berhutang pestisida ini ialah tingginya harga pestisida tersebut yang mana hasil dari kebun kopinya terkadang kurang cukup untuk mereka membeli secara langsung pestisida ini karena mereka juga harus memenuhi kehidupannya. Oleh karena itu mereka memilih untuk berhutang terlebih dahulu dan membayarnya pada musim depan walaupun mereka tau itu memberatkan mereka karena harganya yang dua kali lipat dari harga aslinya, tapi mereka mau tidak mau berhutang pestisida ini karena yaitu mereka berpikir yang penting mereka mendapatkan pestisida dan kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi.[footnoteRef:79] [79:  Novi (Petani Kopi), Wawancara, 6 Januari 2023.] 

Dalam hal petani yang tidak dapat melunasi pinjamannya pada waktu panen tiba biasanya pemberi pinjaman tidak akan melakukan hal-hal yang jauh ataupun yang tidak-tidak, biasanya pemberi pinjaman akan memberi tempo entah itu sampai panen selanjutnya ataupun tidak sampai pada panen selanjutnya sampai yang berhutang mampu membayarnya, akan tetapi dalam hal ini ada resiko yang harus diterima oleh pihak yang berhutang yaitu si pemberi hutang akan memberikan tempo kepada yang berhutang tetapi dengan melipatgandakan lagi hutang tersebut yang apabila yang berhutang tidak mampu membayar hutang tepat waktu. Dan juga dalam hal keterlambatan inilah yang biasanya sering menimbulkan adu mulut dan saling mengumpat antara pemberi hutang dan penerima hutang serta ada juga pernah cekcok perihal hutang piutang ini.[footnoteRef:80] [80:  Hasin (Petani Kopi), Wawancara, 8 Januari 2023.] 

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Pestisida Oleh Petani Kebun Kopi Dengan Sistem Musiman Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang
Hukum secara bahasa berasal dari bahasa arab, yakni berasal dari kata ahkam yang memiliki pengertian keputusan, ketetapan, perintah, larangan, pemerintahan, hukuman, kekuasaan dan lain sebagainya. Hukum dalam Islam merupakan sekumpulan peraturan berdasarkan wahyu Allah serta sunah Nabi mengenai perbuatan seseorang, yang diakui atau dianggap sah dan juga bersifat menyatukan bagi seluruh umat muslim. [footnoteRef:81] [81:  Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Sjara, Teori, dan Konsep), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),  42.] 

Prinsip-prinsip hukum dalam Islam ialah penghapusan kesulitan dan pembebasan dari beban yang memberatkan ('Adamul Haraj), mengurangi terhadap beban (Taqlil Al-Takalif), ditentukan derajatnya (Tadrjiyyan), peduli terhadap kesejahteraan rakyat, penerapan keadilan yang adil.[footnoteRef:82] Sedangkan sifat-sifat hukum Islam termasuk hukum yang sempurna, sempurnanya hukum Islam tersebut karena disebabkan sifatnya yang tetap dan tidak beralih atau berubah karena perubahan zaman maupun tempatnya yang berbeda. Selain kesempurnaan, sifat hukum Islam bersifat elastis karena mencakup seluruh bagian dan semua bagian dari kehidupan manusia. Lebih jauh lagi, universal dan dinamis berarti bahwa hukum Islam tidak hanya sistematis, tetapi juga menggambarkan ajaran-ajaran yang saling berkaitan berdasarkan rasioal. Selanjutnya hukum dalam Islam pada hakekatnya adalah mempunyai sifat Ta'aqquli dan Ta'abbudi, yang berarti orang tidak dapat melakukan ibadah dikarenakan belum ada hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. [footnoteRef:83] [82:  Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam, 43-55.]  [83:  Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam, 59-61.] 

Akad dalam suatu perjanjian tidak bisa lepas dari ketentuan atau aturan hukum yang berlaku dalam Islam. Ketentuan tersebut salah satunya ialah rukun. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi agar transaksi tersebut menjadi sah. Rukun yang dimaksud dalam hal ini adalah adalah rukun didalam kegiatan hutang piutang.
Transaksi hutang piutang adalah peristiwa dimana seseorang karena kebutuhan kemudian mengambil hutang, biasanya objeknya itu berupa uang atau barang. Yaitu melalui jalan dengan mengalihkan hak milik melalui perjanjian yang telah disepakati serta pada kurun waktu yang telah disepakati juga. Berdasarkan penjelasan mengenai definisi qardh tersebut dapat diketahui bersama bahwasanya aqad qardh itu melibatkan lebih dari satu pihak. Yang berarti ketika beberapa pihak terlibat dalam suatu transaksi hutang piutang maka masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, dari hak dan kewajiban tersebut maka terbentuklah suatu perjanjian. 
Perjanjian dalam Islam disebut juga dengan akad, dalam bahasa arab akad berarti pengikatan (memperbaiki dan menguatkan) antara beberapa pihak atas suatu masalah tertentu. Didalam suatu akad atau perjanjian terdapat rukun dan syarat, adanya rukun dan syarat tersebut merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi tersebut.[footnoteRef:84] [84:  Rosidah Rizky Siregar, “Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan  Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran  Hutang Perhari Menurut Wahbah Az- Zuhaili” (Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)”, (Skripsi,: FSH UIN Sumatera Utara, 2020), 24-25] 

Berikut ini akan diuraikan rukun dan syarat qardh dalam hukum Islam yang disertai dengan beberapa pendapat ulama Mazhab mengenai hal ini.
1. Rukun dan syarat qardh adalah: 
a. Berikut akan dijelaskan rukun dari Qardh
1) Ucapan atau lafaz, yakni lafaz ijab dan qabul 
Qardh merupakan pemilikan atas benda maupum harta yang mana melalui akad terlebih dahulu, maka suatu akad yang tidak ada lafaz ijab dan qabul akad tersebut dianggap tidak sah, seperti halnya pada akad al-ba’i dan juga pada hibah. [footnoteRef:85] [85:  Gemala Dewi, Hukum Perikatan Iskam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 164.] 

Sighat pada akad merupakan ucapan antara pihak-pihak yang terlibat pada akad tersebut dalam bentuk ijab dan qabul. Arti Ijab itu sendiri adalah perjanjian ataupun tawaran yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk menerima ataupun tidak menerima tawaran dari pihak pertama tersebut. Sedangkan qabul adalah pemberitahuan oleh pihak kedua tentang penerimaan suatu tawaran yang telah diberikan kepadanya. Ulama fiqih memberikan beberapa syarat terhadap pelaksanaan ijab dan qabul tersebut supaya dapat menimbulkan suatu keadaan hukum, yaitu berupa berikut ini.[footnoteRef:86] [86:  Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 91.] 

a) Jala‟ul ma‟na, yakni maksud dari pernyataan tersebut harus jelas, sehingga akad apa yang dinginkan dapat dipahami kehendaknya.
b) Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal qabul, yakni antara ijab dan qabul itu sesuai.
c) Jazmul iradataini, yang berarti ijab dan qabul itu menyatakan kehendak para pihak dengan pasti, tanpa ragu-ragu dan tanpa adanya paksaan.
2)  (muqtaridh) pihak yang berhutang dan (muqridh) pihak yang menghutangi 
Berikut adalah syarat pihak yang menghutangi (muqridh) dan pihak yang berhutang (muqtarid): [footnoteRef:87] [87:  Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, 164.] 

a) Aqil (berakal), pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki akal yang sehat, waras, tidak rusak kejiwaannya, serta bukan anak dibawah umur, sehingga apabila syarat tersebut terpenuhi maka dapat untuk dimintai pertanggungjawaban atas akad yang mereka buat.
b) Tamyiz (dapat membedakan), pihak yang melakukan transaksi harus bisa membedakan antara mana yang baik serta mana yang buruk, yang merupakan tanda kewaspadaan mereka dalam bertransaksi.
c) Mukhtar (tidak dalam paksaan), artinya para pihak yang bertransaksi harus bebas, bebas dari paksaan maupun tekanan.
3) Ma’qud ‘alaih artinya objek transaksi
Jumhur ulama berpendapat, objek qardh itu sama dan tidak berbeda dari objek dalam akad pesanan (salam). Barang tersebut baik berbentuk yang diukur maupun yang ditakar serta barang yang belum ada kesamaanya dikhalayak umum. Selanjutnya barang apa pun yang dapat digunakan sebagai barang jual beli juga dapat digunakan sebagai objek dalam akad qardh.
Karena hutang piutang merupakan suatu kontrak atau perjanjian, maka objek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [footnoteRef:88] [88:  Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, 60.] 

a) Pada suatu perjanjian yang diadakan maka objek tersebut harusalah ada, suatu perjanjian yang objeknya belum ada menjadi batal, karena sebab dan akibat hukum dari perjanjian itu tidak dapat bergantung kepada sesuatu yang belum ada.
b) Sesuai dengan prinsip syariah yang dapat dibenarkan, objek yang bisa menjadi objek qardh ialah harus memiliki manfaat serta nilai sekaligus berguna untuk orang-orang. Objek yang bersifat tidak suci dan kotor misalnya bangkai, alkohol dan darah dianggap tidak bernilai dan tidak bermanfaat bagi manusia, dengan demikian hal tersebut tidak dijadikan objek akad qardh. Persyaratan ini juga berlaku untuk objek yang tidak boleh najis ataupun mutanajis
c) Harus jelas dan dapat dikenali, yang dijadikan suatu objek haruslah jelas dan diketahui oleh aqid. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan perselisihan
d) Bisa untuk diserahterimakan, barang-barang yang menjadi objek perjanjian dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau setelah berakhirnya akad maupun bertepatan pada waktu yang telah ditetapkan bersama. Karena itu, perlu disarankan agar objek atau barang tersebut dimiliki atau dibawah penguasaaan (muqridh) supaya mempermudah untuk diserahkan (muqtaridh).  
b. Syarat-syarat dalam akad hutang piutang (qardh)
1) Besar, berat dan jumlah pinjaman harus diketahui.
2) Jika pinjaman tersebut berupa hewan maka jenis dan umur hewan tersebut harus diketahui.
3) Melakukan pinjaman terhadap orang yang tidak punya apa-apa dan ataupun kepada orang yang terganggu kejiwaannya dianggap tidak sah.[footnoteRef:89] [89:  Ismali Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah, (Surabaya: Putra Media Nusantara 2010), 302.] 

Dari penjelasan diatas  akad qardh dapat juga dikatakan rusak atau tidak sempurna, Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan rusaknya qardh itu jika pemberi hutang misalnya mengambil manfaat lebih dari si yang berhutang, seperti meminta ganti rugi yang lebih banyak atau lebih baik, misalnya dalam hutang gandum yang tidak murni atau bersih diganti dengan gandum yang jauh lebih baik dan bersih, dalam contoh lain yaitu hutang dalam bentuk uang kertas dengan syarat diganti dengan uang emas.[footnoteRef:90] [90:  Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, (Surabaya: Darul Ulum Press, 2001), 293.] 

2. Berikut ketentuan hukum menurut ulama Mazhab mengenai hutang piutang
a. Mazhab Hanafi, yaitu sebagai berikut:
1) Hutang dilunasi sesuai dengan jumlah semula.
2) Diperbolehkan seseorang menerima hutang yang diwakilkan karena hukumnya boleh.
3) Makruh bagi seseorang untuk meminjam dengan bunga jika diawal akad telah mensyaratkannya.
4) Seorang muqid tidak boleh meminjamkan uang kepada anak kecil yang terhalang untuk menggunakan hartanya.
b. Menurut mazhab Syaf’i mengatakan: 
1) Rukun dan syarat akad hutang piutang sama dengan aqad ba’i. salah satunya yaitu barang yang terutang haruslah jelas diketahui, begitu pula dengan lafaz ijab dan qabul haruslah ada dan jelas.
2) Mauqrid haruslah orang yang berhak untuk memberikan hartanya. Wali tidak boleh meminjamkan harta anak yang berada dibawah pengawasannya, kecuali pada saat yang memang diperlukan. Sedangkan muqtarid adalah seseorang yang secara hukum dianggap sah dalam melaksanakan aqad, yang dimaksud ialah orang berakal sehat, baligh atau cukup umur sehingga diperbolehkan untuk mengkonsumsi dan membelanjakannya.
3) Objek hutang piutang dengan menggunakan aqad salam (pesan) dapat dikatakan sah ketika objek hutang piutang itu disebutkan dengan karakteristiknya.
4) Hutang piutang dengan aqad membawa manfaat bagi muqrid dihukum sebagai fasid. 
c. Menurut Maliki sebagai berikut:
1) Perkara yang dengan akad pesanan atau disebut juga aqad salam adalah perkara hutang yag dianggap sah, misal pada perkara yang dihitung serta yang ditakar.
2) Muqrid diharamkan untuk menerima hadiah atau pemberian dari muqtarid karena hutangnya, beda halnya apabila si muqtaridh tersebut memang sering memberikan hadiah.
3) Adanya transaksi hutang piutang ini membuat muqtarid dapat mempunyai apa yang ia inginkan tetapi dalam bentuk hutang, seperti sadaqah, pinjaman maupun hibah.
d. Berikut pendapat dari Mazhab Hambali:
1) Aqad dalam hutang piutang dianggap sah terhadap segala hal yang halal untuk diperjualbelikan, misalnya benda itu ditimbang, dihitung ataupun ditakar.
2) Keadaan barang yang terutang harus diketahui.
3) Muqrid haruslah orang yang berhak memberikan hartanya, maka hukumnya tidak boleh memberi hutang kepada anak dibawah umur dan orang yang tidak waras.
4) Qardh akan menjadi aqad yang luzum apabila telah diterima oleh yang berhutang, terlepas dari apakah hutang yang ditawarkan berupa barang, ditimbang atau dihitung.
5) Jika objek hutang tersebut berupa mitsli, pihak yang berhutang wajib untuk membayar hutang tersebut dengan objek yang sama, kemudian tidak ada keharusan baginya untuk mengembalikan apa yang telah dihutangkan (objek) dikarenakan dia sudah mempunyainya secara penuh. Dan apabila objeknya bukan mitsli, maka dia harus membayarnya sesuai harga barang itu.
6) Dalam kondisi ini tidak ada keuntungan bagi seorang yang menghutangi.[footnoteRef:91] [91:  Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah, ( Jakarta: Amzah, 2016), 523-526.] 

Dilihat dari rukun serta syarat pada aqad qardh tersebut maka dapat dikatakan praktik hutang piutang yang dilaksanakan petani kebun kopi terhadap hutang piutang pestisida di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam aqad qardh dikarenakan ada penambahan harga atau melipatgandakan jumlah hutang piutang tersebut pada awal akad. Pada akad qardh tidak diperbolehkan untuk mengambil serta melakukan pembayaran yang lebih terlebih adanya kesepakatan diawal akad,  sehingga lafadz dari muqridh dan muqtaridh tidak perlu adanya penambahan harga ataupun semacamnya. Karena bertentangan kepada rukun serta syarat yang ada dalam akad hutang piutang yaitu ijab dan qabul.
Menurut Nabi, jika pihak yang berhutang harus melunasi utangnya dengan persentase yang lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu, maka menurut Nabi hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini berdasarkan sabda Rasululullah yang berbunyi:
وَعَنْ اَبِى أُمَامَةَ عَنِ اانَّبِىَّ قَالَ:مَنْ شَفَعَ اِلأَخِيْوِ شَفَاعَةً، فَأَىْدَى لَوُ ىَدِيَةً، فَ قَبِلَهَا، فَ قَدْأَ تَى بَابًاعَظِيْمًامِنْ أَبْ وَابِ ارَّبَا (زواه أىمدوابوداود)
“Abu Hurairah r.a.dia berkata bahwa Nabi pernah bersabda: Barangsiapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya (pemberi syafaat kebaikan) dan menerima hadiah dan dia menerimanya, maka dia telah datang kepada pintu besar salah satu riba. “(HR. Ahmad dan Abu Dawud)”.[footnoteRef:92] [92:  Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, dan Dalil-Dalil Hukum, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 356.] 

Berdasarkan hadits diatas, tidak ada pembenaran mengenai yang jika syarat penambahan itu berupa materi melainkan termasuk juga jasa. Contohnya, ada orang yang memberi hutang tetapi dengan syarat seperti harus menjual harta si pemberi hutang sampai terjual, contoh lain seperti orang yang berhutang harus membebaskan keluarga si pemberi hutang dari penjara dan sebagainya.
Pelaksanaan praktik hutang piutang pestisida oleh petani kebun kopi di wilayah Pasar Pendopo bertentangan dengan ajaran Islam, karena adanya penambahan jumlah hutang yang harus dibayar atas hutang tersebut maka hal ini termasuk kedalam riba. Definisi riba ialah perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam, karena riba itu memerlukan atau mengambil tambahan yang lebih terhadap hutang yang diberikan. Riba ini disebut juga dengan Riba Qardh, Riba qardh ialah memberi pinjaman tetapi adanya syarat yaitu pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari peminjam. Nabi Saw bersabda mengenai hal ini:
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا
“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba”. (HR. Baihaqi).
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
“Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikannya, pencatat dan kedua saksinya. Mereka semua itu sama-sama berdosa." (HR Muslim).
Berdasarkan hadits diatas dapat disimpulkan, ketika transaksi hutang piutang itu terjadi kemudian mendapat atau mengambil manfaat dari peminjam maka itu termasuk dalam riba. Oleh karena itu, jika syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian tambahan disebutkan dalam pembayaran utang pada saat transaksi dan itu adalah sebuah kebiasaan yang sering terjadi, maka itu masuk kedalam kategori riba, yang mana riba itu adalah suatu yang haram. Menurut hadits Nabi, jika syarat penambahan tersebut tidak disyaratkan pada saat akad maka hukumnya boleh, sebagaimana hadits sebagai berikut:  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَأَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Kemudian seekor unta sedekah dibawa kepadanya. Kemudian dia memerintahkan Abu Rafi untuk membayar pinjaman seekor unta muda kepada orang itu. Abu Rafi kembali kepadanya dan berkata: "Saya tidak punya apa-apa selain seekor unta yang telah memasuki umur ketujuh." Lalu dia menjawab:"Berikan padanya! sungguh, manusia terbaik adalah yang terbaik untuk membayar hutangnya." [HR Muslim No. 4192]. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sesorang dapat menambahkan atau melebihkan pembayaran jumlah hutangnya, tetapi secara sukarela sebagai ucapan terima kasih. Menurut Chairuman Pasaribu, tidak halal dan haram bagi peminjan jika apa yang diberikan peminjam kepada pemberi pinjaman didasarkan pada suatu perjanjian yang mereka sepakati terlebih dahulu.[footnoteRef:93] Dalam hadits Rasulullah saw, dibolehkannya memberi tambahan pembayaran hutang yang dimilikinya atau diperbolehkan bagi pihak yang memberi pinjaman untuk menerima kelebihan pembayaran tersebut apabila tidak dilakukan perjanjan sebelumnya. [93:  Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 137.] 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan yaitu Praktik Hutang Pestisida Oleh Petani Kebun Kopi Dengan Sistem Musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini yang apabila akadnya itu hutang maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi penulis mempunyai analisis mengenai praktik ini, bahwasanya pada kegiatan ini masyarakat salah dalam menentukan akad mereka. Yang mana apabila akad yang dilakukan itu menggunakan akad hutang piutang maka itu tidak terpenuhi dalam ketentuan hutang piutang karena objek hutang itu apabila objeknya barang maka dikembalikan juga dengan barang, akan tetapi dalam kegiatan hutang ini tidak demikian karena objeknya itu adalah barang yang dibayar dengan uang. Akad yang mereka lakukan sebenarnya adalah akad jual beli dengan pembayaran yang ditunda atau dibayar tempo yang disesuaikan. Maka dalam hal ini praktik hutang ini sebenarnya adalah jual beli yang pembayarannya itu ditunda atau disebut juga tempo, akad jual beli seperti ini diperbolehkan dalam ajaran Islam.
Adapun menurut hukum perdata perjanjian atau hutang piutang yang dilakukan oleh petani kopi berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dapat dikatakan memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu mereka sepakat dalam melakukan perjanjian tersebut yang mana pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sudah cakap dalam artian dewasa, berakal, serta identitas subjeknya jelas, begitu pula dengan objeknya yang jelas dan tidak dilarang.






BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil yang telah dibahas dan dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya tentang Praktik Hutang Pestisida Oleh Petani Kebun Kopi Dengan Sistem Musiman di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, maka dapat disimpulkan seperti berikut ini:
1. Pelaksanaan praktik hutang pestisida yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Pasar Pendopo adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh petani kebun kopi pada setiap tahunnya. Dalam praktik hutang tersebut ada penambahan jumlah pengembalian hutang yang harus dibayar oleh yang berhutang kepada yang menghutangi apabila telah jatuh tempo yaitu pada saat panen tiba atau disebut juga dengan musiman.
2. Bahwa dalam praktik hutang piutang pestisida ini, masyarakat salah dalam menentukan akad mereka. Yang mana apabila akad yang dilakukan itu menggunakan akad hutang piutang maka itu tidak terpenuhi dalam ketentuan hutang piutang karena objek hutang itu apabila objeknya barang maka dikembalikan juga dengan barang. Akad yang mereka lakukan sebenarnya adalah akad jual beli dengan pembayaran yang ditunda atau dibayar tempo yang disesuaikan. Maka praktik hutang ini sebenarnya adalah jual beli yang pembayarannya ditunda atau disebut juga tempo, akad jual beli seperti ini diperbolehkan dalam ajaran Islam.



B. Saran
1. Diharapakan hasil dari penelitian ini praktik hutang piutang yang mengandung unsur yang dilarang oleh agama Islam, dapat melakukan transaksi hutang piutang berdasarkan apa yang telah disyariatkan dalam Islam.
2. Diharapkan pihak yang terlibat dalam praktik hutang piutang ini lebih memahami tentang praktik hutang piutang yang benar supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.
3. Kepada peneliti selanjutnya, yang meneliti hal serupa di wilayah Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang agar penelitian ini dapat lebih sempurna lagi melalui cara analisis yang jauh lebih baik, sehingga penelitian ini dapat lebih sempurna.
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